PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 33 TAHUN
2023 TENTANG POLA TATA KELOLA, RENCANA STRATEGIS DAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH BIDANG PENDIDIKAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TU YAN AHA ESA

GUBERNU LU,

bahwa pe bernur Bengkulu Nomor 33 Tahun 2023

tenta ata Kelola, Rencana Strategis Dan Standar

Pelay inimal Badan Layanan Umum Daerah Bidang
Pendidikén telah diubah karena terdapat penambahan jumlah
Badan Layanan Umum Daerah Sekolah Menengah Kejuruan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu perubahan Kesatu Peraturan Gubernur
Bengkulu Nomor 33 Tahun 2023 tentang Pola Tata Kelola,
Rencana Strategis Dan Standar Pelayanan Minimal Badan
Layanan Umum Daerah Bidang Pendidikan;

Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan
Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2828);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003


mailto:distan@bengkuluprov.go.id

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi Peratus@n Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia T n 21 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Nogtor 6#36);

Undang-Undang dlNomory 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Ja njang Nasional Tahun 2005-2025
publik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembantukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



10.

11.

12.

13.

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomo# 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusu engendalian dan Evaluasi

mbangunan Daerah (Lembaran

Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan

Pelaksanaan Renc
Negara Republik Jndon
Lembaran Negara ik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan erintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran

blik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan

Pengelolaa

Lembata Negara Republik Indonesia Nomor 5105),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
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Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021
tentang Standar Nasiona endidikan (Lembaran Negara

022 Nomor 14, Tambahan

Republik Indonesia T
Lembaran Negara Re ndonesia Nomor 6762);
Peraturan Ment Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembent duk Hukum Daerah (Berita Negara

Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang
Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun 2020 -2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 5595);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah



Menetapkan

22.

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis
Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 33 TAHUN 2023
TENTANG POLA TATA KELOLA, RENCANA STRATEGIS DAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH BIDANG PENDIDIKAN.

Paséal I

Ketentuan Lampiran eraturan Gubernur Bengkulu
Nomor 33 Tahun 3 temtang Pola Tata Kelola, Rencana
Strategis Dan Stan yanan Minimal Badan Layanan
Umum Daer Pendidikan (Berita Daerah Provinsi
Bengkulu 023 Nomor 33).

é Pasal II
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.



Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal
GUBERNUR BENGKULU,

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
Pada Tanggal
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

H. HERWAN ANTONI

BERITA DAERAH PROVINSI BE ULG,TAHUN 2025 NOMOR



